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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hukum Harta Bersama 

1. Harta Bersama Dalam Islam 

Di dalam Al-Qur’an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan 

tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan 

berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas 

nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur’an dan hadits 

juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam 

perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam 

menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perakawinan 

berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadyyah, 

masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk 

menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.
20

 

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam 

perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya 

berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep 

ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di 

negara kita.
21
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21
 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian, (Jakarta: 
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Hukum islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi 

setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak 

bertentangan dengan syariat islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan 

adanya suatu serikat kerja antara suami dan istri dalma mencari harta 

kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta 

kekayaan tersebut dibagi menurut syariat islam dengan kaidah hukum “Tidak 

ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan.” Dari kaidah hukum ini 

jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi 

harta tersebut secara adil.
22

 

Dari sisi hukum islam, baik ahli hukum kelompok Syafi’iyah maupun 

para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang 

sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana 

yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Qur’an dan sunnah, harta bersama 

tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi 

milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami 

tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.
23

 

Dalam kitab-kitab fikih imam mazhab, hanya ditemui pemahasan 

bahwa masing-masing harta suami istri terpisah tidak ada penggabungan harta 
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setelah pernikahan terjadi, suami hanya berkewajiban menafkahi istri. Dasar 

hukumnya adalah Q.S. al-Nisa’ (4): 32, yaitu: 

                               

                              

       

Artinya:  “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang 

lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 

mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari 

apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian 

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.” 

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya kepemilikan harta secara 

bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat 

disamakan dalam bentuk kerja sama, atau dalam istilah fikih muamalah dapat 

dikategorikan sebagai syirkah, yaitu akad antara dua pihak saling berserikat 

dalam hal modal dan keuntungan.
24

 Atau bisa juga disebut join antar suami 

istri dan telah banyak dibahas dalam kitan-kitab fikih, tetapi tidak dalam bab 

nikah melainkan pada bab buyu’. Syirkah digolongkan sebagai suatu usaha 

yang sah oleh para ahli hukum islam sepanjang tidak ada kecurangan atau 

ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. 

 

2. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Indonesia 

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-

undang dan peraturan berikut: 
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1.  Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta 

benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan 

yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai 

harta bersama. 

2.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa 

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi 

harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan 

ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama 

itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah 

dengan suatu persetujuan antara suami istri.” 

3.  Kompilasi hukum islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta 

bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya 

harta milik masing-masing suami istri.” Di dalam pasal ini disebutkan 

adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. 

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan 

adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada 

percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri 

tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami 

tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Harta bawaan masing-

masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum 
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perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.
25

 

Di dalam pasal 1 huruf (f) ompilasi Hukum Islam disebutan bahwa harta 

kekayaan dalam perwinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-

sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan 

selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 

siapapun.
26

  

Dari pengertian mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, 

jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama 

perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh 

atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu 

perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, 

baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang 

perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan 

ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang 

yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa 

mempersolkan harta benda tersebut diatasnamakan suami maupun istri.
27

   

Di dalam pembelajaran ahwal al-syakhsiyyah atau hukum keluarga yang 

kita sekarang tekuni terdapat juga yang namanya harta di dalam perkawinan. 
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Sebagaimana yang di paparkan oleh hilman adi kusuma bahwa harta perkawinan 

dibagi kepada beberapa bentuk:
28

 

1. Harta bawaan adalah hara yang dikarenakan masing-masing suami istri 

membawa harta sebagai bekal kedalam ikataan perkawinan yang bebas dan 

berdiri sendiri. 

2. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dari usahaa suami atau 

penghasilan, demikian pula istri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri. 

3. Harta peninggalan adalah harta yang diperoleh atau dimiliki suami istri secara 

perorangan baik sebelum maupun setelah perkawinan. 

4. Hadiah perkawinan adalah harta yang diperoleh suami atau istri bersama sama 

ketika upacara perkawinan dilangsungkan sebagai hadiah. 

Sedangkan menurut Drs. Zahri Hamid pembagian harta perkawinan itu ada 

tiga macam:
29

 

1. Harta bawaan yaitu harta yang telah dimiliki suami istri sebelum perkawinan 

berlangsung. Harta bawaan dalam arti yang sebenarnya, dikarenakan masing-

masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal dalam ikatan perkawinan 

yang bebas dan berdiri sendiri, dalam bentuk perkawinan apapun harta bawaan 

dapat berupa harta peninggalan yang kemudian akan menjadi harta warisan, 

yaitu harta dari hasil usaha sendiri atau dari harta pemberian yaitu hibah, 

wasiat, baik yang diterima kerabat atau orang lain. 
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 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung:1993), h. 157 
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2. Harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh dari usaha suami atau 

penghasilan, demikian pula istri mempunyai usaha dan pencaharian sendiri. 

Harta pencaharian artinya harta yang didapat suami istri bersama selama 

dalam ikatan perkawinan yang menurut hukum adat didaerah-daerah 

umumnya dinamakan harta gono-gini, tetapi didalam kenyataan dibeberapa 

daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami itu sendiri 

atau milik istri sendiri, karena latar belakang yang berlawanan misalnya suami 

mempunyai usaha dan penghasilan sendiri. Begitu juga istri mempunyai usaha 

dan penghasilan sendiri. 

3. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama 

selama mereka terikat pada perkawinan. 

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan 

bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-

barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayan yang 

berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang 

dipergunakan (dimanfaatkan) secara bersama-sama.
30

 

Mengenai pengertian harta bersama disamping terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama”, sedang ayat (2) menyatakan: “Harta bawaan 

dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-
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masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”
31

 

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan 

bahwa: “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan 

diluar hadiah atau warisan. maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha 

mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.
32

 

 

3. Sejarah Munculnnya Harta Bersama Di Indonesia 

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah 

sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian 

bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu’ul mu’amalah. Tetapi ternyata 

secara khusus tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini 

disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah 

orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian 

bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah 

perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Mungkin 

perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. 

Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencaraian bersama suami 

istri ini adalah termasuk perkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau 

katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan syirkah mufāwa ḏ ah dan 

                                                             
31
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abdān.
33

 Lebih lanjut Menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta 

bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan 

Pasal 97, panitia perumus KHI malakukan pendekatan dari jalur aturan syirkah 

abdān dan adat.
34

 

Kebiasaan atau adat yang berlaku di Indonesia, bahwa dalam membangun 

sebuah rumah tangga mayoritas masyarakat baik istri maupun suami dalam 

memenuhi kehidupan keluarga sama-sama bekerja mencari nafkah. Bahkan tidak 

sedikit pula istri yang bekerja sedangkan suami hanya berada dirumah membantu 

pekerjaan rumah. Tentunya dari sana lah diambil pendekatan secara adat atau 

kebiasaan masyarakat Indonesia untuk merumuskan undang-undang tentang harta 

bersama tersebut. 

 

4. Ruang Lingkup Harta Bersama 

Menurut sayuti thalib, terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan 

dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum 

atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk 

harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan 

tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula 

ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang 

diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa 
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Tahun 1989,  (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet 5. h. 270-271 
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adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami 

istri tersebut.
35

 

Di damping dengan dua cara tersebut di atas, percampuran harta kekayaan 

suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan 

cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila 

kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. 

Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha 

dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam 

keluarga.
36

 

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa 

harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang 

perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah 

perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan 

warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan 

dalam harta bersama.
37

 

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, 

termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya harahap telah 

mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama 

perkawinan, yaitu:
38
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a) Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan 

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk 

obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap 

barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta 

bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang 

membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana 

harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan 

berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa 

dianatara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama 

suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu 

terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa 

perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta 

bersama. 

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang 

tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian 

barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli 

tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi 

miliki pribadi suami atau istri. 

b) Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari 

Harta Bersama 

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta 

bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau 

pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau 
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dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama 

perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian 

terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan 

belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli 

atau membangun rumah. 

Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun 

oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau 

biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil 

pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek 

harta bersama. 

c) Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan 

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua 

harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta 

bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, 

tidak semulus dan sesederhana itu.  

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang 

digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta 

bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya 

berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat 

mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah 

suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh 

kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta 
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yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan 

uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi 

d) Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan 

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta 

bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang 

tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama 

diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari 

harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. 

Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut 

menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan 

kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, 

namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan 

keluarga. 

Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang 

tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini 

berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. Jika dalm perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil 

yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta 

pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang 

dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh 

menjadi harta bersama.  

Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil 

penjualan harta pribadi dengan harta yeng diperoleh dari hasil yang timbul 
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dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta 

pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi. 

e) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri 

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari 

keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan 

masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama 

suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau 

istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi 

penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi 

suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak 

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

 

5. Terbentuknya Harta Bersama 

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan 

harta benda yang diperoleh selam perkawinan adalah harta bersama, ini 

mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya 

perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atu 

benda masuk ke dalam harta persatuan atu tidak ditentukan oleh factor selama 

perkawinan antar suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama 

kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, 

harta ini menjdai harta pribadi yang menerimanya. 

Pasal 1 sub f pasal 85 Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa harta 

bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu 

terdaftar atas nama suami atau sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan 
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menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda 

tersebut dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa 

juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan 

ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari 

atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap 

dibagi sama banyak. 

 

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama 

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 

Kompilasi hukum islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab 

masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. 

Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan 

pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab 

menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut 

bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada 

padanya. 

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri empunyai 

tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata 

dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju 

kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak 

ketiga adalah berkaitan denga penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan 

harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama 
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maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab 

terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam 

perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi 

masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan. Utang 

bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang 

dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan 

kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, 

termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-

utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang 

bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan 

harta pribadi mereka masing-masing.
39

 

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-

masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani 

dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat suami istri 

untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang 

pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-

masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa 

“Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya 

masing-masing.” 

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama 

mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka 
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membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah 

pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, 

termasuk di dalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk 

kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian harta 

bersama menanggung utang bersama. 

Kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak 

memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari 

harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan 

pada harta pribadi istri. Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk 

mrnutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal 

tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan 

kedudukan suami sebagai kepala keluarga. 

Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi 

kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami 

dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya 

rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi sitri dan anak, dan biaya 

pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI menentukan 

bahwa apabila pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama 

belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa 

prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama 

dibebankan kepada harta pribadi suami. Akan tetapi, mengingat harta bersama 

pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan 

sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak 
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maupun tanggung jawabnya maka suami istri mampunyai andil yang sama atas 

harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh. 

 

7. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian 

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan 

perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena 

kematian, perceraian dan juga putusan pengadilan.
40

 Undang-undang nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan “Bila perkawinan putus 

karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang 

dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 

ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
41

 

Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan 

berapa bagian masing-masing antar suami dan istri, baik cerai mati maupun cerai 

hidup, tetapi dalam kompilasi hukum islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang 

pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing 

mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian 

kawin. 

Selengkapnya pasal 96 kompilasi hukum islam berbunyi: “Apabila terjadi 

cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih 

lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau 

suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang 

                                                             
40
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 Undang-undang No 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 

Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001 



49 
 

 
 

hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.” 

Sedangkan pasal 97 kompilasi hukum islammenyatakan, “Janda atau duda yang 

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian kawin.
42

 

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau 

syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal 

ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.      

    

B. Tinjauan Umum Hakim dan Pertimbangan Hakim 

1. Kekuasaan Kehakiman 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik 

Indonesia.
43

  

Kekuasaan kehakiman yang masih mendasarkan pemikirannya kepada 

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan 

kehakiman dapat diartikan: ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari 

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari 

pengaruh kedua kekuasaan itu, ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan 

peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain, akan 
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ditentukan oleh undang-undang , susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung 

maupun badan-badan Peradilanyang lainnya diatur oleh undang-undang, 

kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin syarat untuk pengangkatan 

serta pemberhentiannya diatur oleh undang-undang.
44

    

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yaitu: 

1.  Lingkungan Peradilan Umum; 

2.  Lingkungan Peradilan Agama; 

3.  Lingkungan Peradilan Militer; 

4.  Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 

5.  Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU No. 48/2009). 

 

2.  Definisi Hakim dan Kewajibannya 

a.  Hakim 

Hakim atau Qadhi Yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara 

untuk menjadi hakim dalam menyeleseikan gugat menggugat, oleh karena 

penguasa sendiri tidak dapat menyeleseikan tugas peradilan.
45

 

 Sesuatu dengan penjelasan umum UNdang-Undang No.48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 1 dari undang-undang 

tentang Kekuasaan Kehakiman ini dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada 
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badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agam, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada peradilan khusus 

yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.  
46

 

b.  Kewajiban Hakim 

Hakim tiadak diperbolehkan menolak untuk memeriksa perkara, 

mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima , 

memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur 

dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, ia tidak boleh menolak perkara 

dengan alas an tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang 

jelas. Karena hakim dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum tidak 

ada, maka hakim harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, 

jika aturan hukum kurang jelas, maka hakim harus menafsirkannya. Hakim 

sebagai pejabat Negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

amsyarakat serta dalam mempertimbangkan berat atau ringannya suatu 

pidana. Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat 

dari terdakwa (Pasal 28 UU No.4/2004 Jo. UU No.48/2009). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang–undang No.48 

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: 
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“Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 

diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan”. 

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, 

pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya 

Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan 

dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri 

hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, 

dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. 

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang 

Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak 

untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan 

dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa 

hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya 

dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang 

jelas. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya 

harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam 

perkara tersebut. Oleh karenabitu. 
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3.  Asas-asas Umum dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman 

1. Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka 

Pasal 1 UU No. 4/2004 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasan Negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdsarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. 

2. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman  

Pasal 2 UU No. 4 /2004 

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 3 UU No. 4/2004 

(1) Semua peradilan diseluruh wilayah Negara Repoblik Indonesia adalah 

peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. 

(2) Peradilan Negara menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila. 

3. Peradilan dilaksanakan dengan mempertaruhkan nama Tuhan  

Pasal 4 ayat (1) UU No. 4/2004 

Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHAN YANG MAHA ESA” 
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4. Asas peradilan cepat dan sederhana 

Pasal 4 ayat (2) UU NO. 4/2004 

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat , dan biaya ringan.  

5. Intervensi terhadap jalannya peradilan dipidana  

Pasal 4 ayat (3) dan (4) UU No.4/2004 

(3)  Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaiman 

disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

(4)  Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dipidana.    

6. Asas Mengadili menurut hukum 

Pasal 5 ayat (1) UU NO.4/2004 

  Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang 

7. Asas Peradilan Membantu Para Pencari Keadilan 

Pasal 5 ayat (2) UU No. 4/2004  

  Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.
47
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